
 

BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 30 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaa, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta 
guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 
33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008  tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 

2017; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 
serta rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 
2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 
ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
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Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional 

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 
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9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2014 Nomor 7); 

10. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2016 (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 30). 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 

2017. 
 

PASAL I 
 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 12) diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
PASAL II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kutai Barat. 
 

Ditetapkan di  Sendawar, 

pada tanggal, 22 Agustus 2017 
 

BUPATI KUTAI BARAT, 
 

 
ttd 

 

                FX. YAPAN 
  

Diundangkan di Sendawar, 
pada tanggal, 22 Agustus 2017 

     
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 

 
 ttd 

 
                           YACOB TULLUR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 30 

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda  

Drs. Yohanes Kinam R Ass. II  

Ir. H. Achmad Sofyan, M.M. Kepala BP3D  

Yosef Stevanson, S.H. Kabag Hukum  

Pidesia, S.E. Kasubag Kumdang  

 


